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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana teiah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tshun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38380);

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarclangun, Kabupaten Tebo, Kabupgten Muaro Jambi, 'dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones?a Nomor 3890),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor| 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, | Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia homor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun Zei tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun (04 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44713;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Neggra Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negarg Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomdrr 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090): |

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun| 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesial Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia| Nomor 4416); sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun|2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

\

.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Repu?ﬂik Indonesia Nomor 4576);

i 13. Peraturan ........ 3




Menetapkan :

=% e

|

[
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahwr 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lemabaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457{8);
|

i4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pémbagian Urusan
Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daeréh Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ |Kota (Lembaran

Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4737);

15.Peraturan Pemerintah MNomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nompr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik indonesia Tahun 2011 Nomor|310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2012:

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomopr 32 Tshun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomeor 12);

20. Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009

Nomor 275};

21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 |(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo

Tahun Anggaran 2012 Nomor 1);
- MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati |Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Eeianﬁﬁa Daerah {Berita Daerah Kabupaten

Bungo Tahun 2012 Nomor 1)) diubah menja

i sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga keseiuruhan Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 75.265.838.616.00
B. Dana Perimbangan Rp. 582.047.598.741.00
¢. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp .121.375.834.2%0.00
Jumiah Pendapatan Rp.778.68%.271.647.00
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung : Rp489.387.274.640,00
1. Belanja Pegawai Rp432.235.818.933,00
2. Belanja Bunga | Rp -
3. Belanja Subsidi | Rp 488.214.000,00

l
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4. Belanja Hibah Rp 21.996.209.500.00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp -
6. Belanja Bagi Hasil Rp 1.041.351.000.00
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 19.910.181.207.00
8. Belanja Tidak Terduga Rp. 13.715.500.000.00
h. Belanja Langsung : Rp305.805.161.715.00
1). Belanja Pegawai Rp 50.896.479.600.00
2). Belanja Barang dan Jasa Rp149.783.499.630.00
3). Belanja Modal Rp105.125.182.476.00
Jumiah Belanja Rp795.192.436.355.00
Surplus/{defisit) Rp.(16.503.164.708.00)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp18.503.164.708.00
b. Pengeluaran Rp.2.000.000.000.00 )
Jumiah Pembiayaan Netto | Rp16.503.164.708,00 «”

2. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomeor 1 Tahun 2012 |
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1)
diubah sehingga menjadi sebagaimana|tercantum pada lampiran sebagian
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bungo Tahun Anggaran 2012 dan PiFjabaran Aggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun

Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1)
masih tetap berlaku sepanjang tidak engalami perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 2. ;

2012 tentang Penjabaran Anggaran Per%ﬂdapatan dan Belanja Daerah Tahun
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
* pada tanggal 7 gun' 2012

BUPATI BUNGO,
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H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
padatanggal 7 Quwn. 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. KHAIDIR SALE

ElERITA DAERA UPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 5 &
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NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) —
URUT MEtATAN
E SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) %
3 4 5=4-3 6
2.1 Belanja Pegawal 50.896.479.600,00 50.896.479.600,00 0,00 0,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.516.739.639,00 149.783.499,639,00 266.760.000,00 0,18
.2.3 Belanja Modal 95.033.758.328,00 105.125.182.476,00 10.091.424.148,00 10,62
SURPLUS / (DEFISIT) (6.144.980.560,00) (16.503.164.708,00) (10.358.184.148,00) 168,56
3 PEMBIAYAAN DAERAH ‘ _ ’
S PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ISR LS e R | S 8.144.980.56000 | 18.503.164.70800 | 10.358.184.14800 | 127,17
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 8.144.980.560,00 18.503.164.708,00 10.358.184.148,00 127,17
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman y NP ) S = T o0} 000 c.oo
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAANDAERAH [ 2.000.000.00000 | 200000000000 | e 0,00
O R I T T — | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daersh i iy st ~2.000.000.000,00 | R N@@@g\omoo.co IR 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 6.144.980.560,00 16.503.164.708,00 10.358.184.148,00 168,56
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 |- 0,00
: , Bungo,
w TELAH DITELITIOLEN _| YABUP BUNGD PUPATIT BUNGO
: K ABID ANGGARAMDFPKAD KEFALADANAS DFEKAD i S N.\ <
[papa ToL; PADATNL: J HoashuRi.sp ME %
g Pa
ROZALTSEME
1200312 1802 ONiPseIaiosei 1 7s 77
H.SUDIRMAN ZAINI
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